SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu, perlu dilakukan
penyempurnaan untuk lebih memberikan kejelasan
dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Antarwaktu,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukkan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4682);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009
Nomor 19);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 26 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 10 dan angka 11, disisipkan angka
10A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari



10.

10A.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lainnya dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyeleggara
pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh
BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pemilihan kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan  kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan kepala
Desa melalui musyawarah Desa sebagai akibat kepala Desa
diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
pemerintah kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengisi
kekosongan jabatan kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh
BPD untuk menyelenggarakan teknis Pemilihan Kepala Desa melalui
musyawarah Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih
menjadi Kepala Desa dalam musyawarah Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa melalui musyawarah Desa.

Peserta musyawarah adalah penduduk Desa setempat yang telah
memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakan hak pilih dalam
musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Kepala Desa yang telah diberhentikan dengan hormat dan/atau tidak
dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir tidak dapat
mencalonkan diri sebagai calon kepala Desa Antarwaktu.



(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang penghasilannya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan
dan belanja negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa
Antarwaktu harus mendapat izin tertulis dari atasannya.

Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa Antarwaktu
diberhentikan dengan hormat oleh Pejabat yang mengangkat.

Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya yang tidak terpilih menjadi
Kepala Desa diaktifkan kembali dengan mengajukan permohonan kepada
atasannya.

Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat yang mengangkat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI KAYONG UTARA,
ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 19750709 200701 1 019




